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ABSTRAK 

Affirmative action adalah langkah sementara yang digunakan untuk 

mencapai kesetaraan bagi kaum marjinal termasuk kesetaraan perempuan 

sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 28 H ayat (2) UUD 1945. Tindakan 

sementara dilaksanakan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan khususnya 

di bidang politik. Allah telah menjelaskan bahwa kedudukan antara perempuan 

dan laki-laki adalah sama. Faktanya di Indonesia perempuan seringkali 

terpinggirkan dan akses menuju jabatan publik lebih sulit dibanding laki-laki. 

Sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan affirmative action dengan 

memberikan kuota 30% keterwakilan perempuan. Namun kebijakan 30% 

keterwakilan perempuan menjadi kontroversi. Perempuan menganggap angka 

30% menjadi tidak adil karena bagiannya lebih kecil dibanding laki-laki. 

Selanjutnya keterwakilan perempuan ini telah berjalan kurang lebih sepuluh tahun 

dan belum pernah terpenuhi dari awal pelaksanaannya. Apakah kuota 30% 

menjadi jawaban keterwakilan perempuan? Etika apa yang digunakan oleh 

pemerintah dalam menetapkan angka 30% keterwakilan perempuan dalam jabatan 

publik? Apakah angka 30% menjadi kuota ideal bagi keterwakilan perempuan?  

Metode atau pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan yuridis yang berpijak pada Undang-undang yang berlaku serta tidak 

keluar dari bingkai hukum yang berlaku dalam membahas masalah yang akan 

dikaji. Pendekatan nomatif digunakan agar masalah-masalah dalam penelitian 

berada dalam lingkaran norma-norma dan kaidah agama, pengumpulan materi 

dari beberapa buku yanga terkait akan dijadikan referensi dalam penyusunan 

skripsi.  

Hasil penelitian adalah kuota 30% keterwakilan perempuan sudah 

waktunya dievaluasi. Karena situasi dan kondisi perempuan di Indonesia 

membutuhkan peraturan khusus yang dapat menjamin keberadaannya dalam 

jabatan publik. Sistem kuota 30%  menjadi salah satu upaya untuk menjamin 

keberadaan perempuan. Namun selama sepuluh tahun kebijakan ini dilaksanakan 

belum pernah terpenuhi. Solusi dari kondisi tersebut adalah tidak perlu adanya 

kuota 30% sebab, dengan adanya kuota 30% fokus dari kebijakan tersebut adalah 

kuantitas bukan kualitas. Sehingga kuota yang tujuan awalnya menjadi peluang 

berubah menjadi sebuah paksaan.  
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakau dalam penyusunan skripsi ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 157/1987 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alīf Tdak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Bā B Be ب

 Tā T Te ت

 Es (dengan titik di atas)      ث

 Jīm J Je ج

 Ha (dengan titik di bawah)      ح

 Khā Kh Ka dan Ha خ

 Dal D De د

 l   Zet (dengan titik di atas)   ذ

 Ra’ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sīn S Es س

 Syīn Sy Es dan Ye ش

 ā    Es (dengan titik di bawah)  ص

 ā    De (dengan titik di bawah)  ض

 a’   Te (dengan titik di bawah)  ط
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    a  ظ

Zet (dengan titik di 

bawah) 

 Ain „ Koma terbalik di atas„ ع

 Gain G Ge غ

 F ‟ F Ef ف

 Q f Q Qi ق

 Kāf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wawu W We و

 H ‟ H Ha ه

 Hamzah ʹ Apostrof ء

 Ya’ Y Ye ي

 

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap 

بةٌ   طيِّ

 ربٌ 

Ditulis 

Ditulis 

    i  tun 

Rabbun 

C.         u  h 

1. Bil   im tik n  itulis  eng n “h”, mis ln  : 

بةٌ    Ditulis  ayy  a طيِّ
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 Ditulis Mus āh   h مشاهدةٌ 

(Ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap 

ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali 

apabila dikehendaki penulisan lafal aslinya). 

2. Bil   iikuti  eng n k t  s n  ng “ l-” sert    c  n ke u  itu terpis h, 

m k   itulis  eng n “h”, mis ln  : 

 Ditulis M  l   h  l-mursalah مصلحةٌالمرسلة

3. Bil  t ‟ m r u  h hi up  t u  eng n h rk t k sr h, f t  h   n   mm h, 

m k   itulis  eng n “t”, mis ln  : 

الوجودٌوحدة  Ditulis w    t  l-wujū  

D. Vokal Pendek 

― 

― 

― 

F t  h 

kasrah 

  mm h 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

A 

i 

u 

E. Vokal Panjang 

1 F t  h    lif 

Contoh: ما 

Ditulis 

Ditulis 

Ā 

Mā 

2 F t  h     ‟ m ti   lif layyinah) 

Contoh: يسعى 

Ditulis 

Ditulis 

Ā 

  s‟ā 



ix 

 

3 K sr h     ‟ m ti  

Contoh: ماضي 

Ditulis 

Ditulis 

Ī 

Mā ī 

4   mm h   w wu‟ m ti  

Contoh: وجىد 

Ditulis 

Ditulis 

Ū 

Wujū  

 

F. Vokal Rangkap 

1 F t  h     ‟ m ti 

Contoh: بينكم 

Ditulis 

Ditulis 

Ay 

baynakum 

2 F t  h   w wu‟ m ti  

Contoh: تىحيد 

Ditulis 

Ditulis 

Aw 

T w ī  

 

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof 

 أأنتم

 أأنذرتهم

Ditulis 

Ditulis 

A`antum 

A  n  rt hum 

H. Kata Sandang Alif + Lam 

1. Bil   iikuti huruf q m ri  h m k   itulis  eng n huruf “l”, mis ln  : 

 Ditulis Al-Qur‟ān القزأن
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2. Bila diikuti huruf syamsiyyah maka ditulis dengan menggandakan huruf 

s  msi   h   ng mengikutin  , sert  menghil ngk n huruf “l”, 

misalnya: 

 ‟Ditulis As-s mā السماء

I. Penyusunan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis menurut bunyi pengucapannya atau susunan penulisannya. 

 وحدة الىجىد

 مزتبت الآحديت

Ditulis 

Ditulis 

W    t  l-wujū  

Martabat  l-    i   h 
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Motto 

 
 

“Aku tid k ingin menjadi yang rata-  t ” 
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KATA PENGANTAR 
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Kuota 30% : shalawat serta salam selalu haturkan kepada Nabiyulloh Muhammad 

SAW yang telah diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia semua dan 

syafaat beliaulah yang dinantikan di Yaumul Akhir kelak. Aaaaamiiin. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perempuan dan laki-laki adalah makhluk yang diciptakan Allah dengan 

kedudukan yang sama. Tidak ada perbedaan perempuan dan laki-laki, baik fisik 

atau non fisik. Perempuan dan laki-laki mempunyai kelebihan dan kekurangan 

masing-masing.  Sebagaimana firman Allah: 

ن الله عليم يا يها الناس انا خلقنكم من ذكر و انثي وجعلنكم شعىبا وقبا ئل لتعا رفىا ان اكرمكم عند الله اتقكم ا

خبير
1

 

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 telah mengatur bahwa segala warga 

negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib 

menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
2
Namun, 

fakta di lapangan seringkali berbeda dengan teori. Di Indonesia laki-laki lebih 

sering berdiri di ruang publik dan perempuan cukup di ruang privat. Laki-laki 

tampil dengan percaya diri. Namun perempuan jarang tampil di ruang publik. 

Hal ini bahkan telah membudaya, biasa disebut  budaya patriaki. Budaya 

patriaki adalah  Budaya yang mengakumulasi jenis kelamin, peran gender dan 

nilai yang mengagungkan laki-laki dan memberi otoritas pengambilan keputusan.
3
 

Dalam kehidupan sehari-hari dominasi laki-laki sangat kuat dibanding 

                                                 
1
 Q.S Al Hujurat (49):13 

 
2
 Undang-undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) 

3
 Bahan ajar oleh Siti Ruhaini,” Gender dan Peace Building”, (SILE,2014) 
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perempuan. Seringkali perempuan yang tampil di ruang publik selalu berada        

di bawah bayangan laki-laki.  

Budaya patriarki mengakibatkan ketimpangan gender. Ketimpangan 

gender di Indonesia terjadi pada berbagai bidang kehidupan, seperti bidang 

pendidikan, kesehatan, tenaga kerja dan politik.
4
  

Di bidang politik, partisipasi perempuan sangat penting. Sebab, 

perempuan mempunyai kebutuhan khusus. Kebutuhan tersebut hanya dapat 

dipahami oleh perempuan sendiri. Jika kebutuhan tersebut dititipkan kepada laki-

laki maka tidak memiliki prespektif masalah perempuan, akibatnya kebijakan 

yang dikeluarkan kurang peka terhadap kebutuhan perempuan.
5
  

Keterlibatan perempuan dalam dunia politik di Indonesia diatur melalui 

beberapa peraturan di antaranya: UU No. 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum 

(Pemilu) dan UU No 2 Tahun 2011 tentang  partai politik
6
 

Pemberian kuota 30% keterwakilan perempuan dalam jabatan publik 

menimbulkan banyak kontroversi. Perempuan beranggapan bahwa kebijakan 

tersebut dinilai tidak adil. Karena bagian perempuan lebih kecil dibanding bagian 

laki-laki di lihat dari perbandingan laki-laki dan perempuan di Indonesia. Selain 

itu pemberian kuota dapat membatasi keterwakilan perempuan di jabatan publik.  

                                                 
4
 Center For The Study of Religion and Culture”,Modul Pelatihan Agama dan Hak 

Asasi Manusia” (Jakarta: CSRC UIN Jakarta dan KAS Jakarta,2009).,hlm118-120. 

5
 Tusiardi,“Kiprah Perempuan Dalam Memperjuangkan Hak-Hak Perempuan di DPRD 

Provinsi Kalimantan Timur”( Samarinda: Ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id,2014),hlm.2-3. 

6
 Feybe M.P. Wuisan.,“Perempuan dan politik ( sistem kuota dan zipper system studi 

keterwakilan perempuan pada pemilu kegislatif di DPR RI, Kota Banda Aceh, DPRD Kota Solo, 

DPRD Kota Pontianak, DPRD Kota Mataram dan DPRD Kota Minahasa Utara”, (Jakarta: : 

Women Research Institure, 2009), hlm 3. 
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Selain itu dengan pemberian kuota kepada perempuan ternyata belum bisa 

terpenuhi dari periode ke periode. Berikut adalah hasil perolehan suara bagi 

perempuan dalam jabatan publik: 

Tabel 1.1: Berdasarkan Jenis Kelamin Hasil Pemilu 1950-2015
7
 

Periode Jumlah 

anggota 

DPR 

Perempuan   Laki-laki   

    Jumlah % Jumlah % 

1950-1955 245 9 3,7 236 96,3 

1955-1960 289 17 5,9 272 94,1 

1956-1959 513 25 4,9 488 95,1 

1971-1977 496 36 7,3 460 92,7 

1977-1982 489 29 5,9 460 94,1 

1982-1987 499 39 7,8 460 92,2 

1987-1992 565 65 11,5 500 88,5 

1992-1997 562 62 11 500 89 

1997-1999 554 54 9,7 500 90,3 

1999-2004 546 46 8,4 500 91,6 

2004-2009 550 63 11,5 487 88,5 

   2009-2014 560 99 17,7 461 82,3 

Tabel di atas menunjukkan bagi perempuan bahwa ketika perempuan 

diberikan kesempatan untuk mengeluarkan aspirasinya, terbukti tidak bisa 

memenuhi kuota yang telah diberikan. Apakah pemberian kuota akan menjadi 

ideal bagi keterwakilan perempuan di jabatan publik? Apakah dengan adanya 

kuota 30% keterwakilan perempuan sudah bisa mewakili kebutuhan perempuan? 

                                                 
7
 http://mediacenter.kpu.go.id/hasil-pemilu-2015.html, akses 14.10 tgl 10 Januari 2015 

http://mediacenter.kpu.go.id/hasil-pemilu-2015.html,%20akses%2014.10


4 

 

Dalam dunia politik, terdapat cabang ilmu yang bertujuan untuk 

mengevaluasi kebijakan publik yang telah ada. Kebijakan tersebut dinilai dengan 

beberapa penilaian tertentu. Cabang ilmu tersebut adalah etika politik. Etika 

politik dapat memberikan penilaian dalam hal kuota bagi perempuan. Bagaimana 

pandangan etika politik atas kebijakan  pemberian kuota 30%  keterwakilan 

perempuan, apakah sudah dapat dikatakan adil atau belum? Atau kah sudah ideal? 

Dari latar belakang di atas maka penyusun meneliti kajian atas etika yang 

digunakan pemerintah dalam pemberian kuota 30% keterwakilan perempuan 

dalam jabatan publik.  

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas, maka penyusun membatasi masalah yang 

akan dikaji : 

1. Etika apa yang digunakam dalam menentukan angka 30% keterwakilan 

perempuan dalam jabatan publik? 

2. Apa pandangan etika politik Islam terhadap etika yang digunakan dalam 

menentukan angka 30%? 

3. Bagaimana kuota ideal keterwakilan perempuan di Indonesia dalam jabatan 

publik prespektif etika politik Islam?  

C. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan  

a. Menjelaskan etika apa yang dalam pemberian kuota 30% keterwakilan 

perempuan dalam jabatan publik.  
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b. Menjelaskan bagaimana pandangan etika politik Islam terhadap angka 

30%  keterwakilan perempuan. 

c. Menjelaskan bagaimana kuota yang ideal keterwakilan perempuan 

dalam jabatan publik di Indonesia. 

2. Kegunaan  

a. Untuk menunjukkan bahwa kesesuainan antara norma etika politik 

Islam dengan kuota 30% keterwakilan perempuan. 

b. Memberikan masukan tentang kuota yang ideal bagi keterwakilan 

perempuan dalam jabatan publik di Indonesia. 

D. Telaah Pustaka 

Kajian akademis mengenai keterwakilan perempuan sudah sukup banyak 

ditemui. Namun penelitian yang spesifik mendalami 30% keterwakilan 

perempuan dengan menggunakan kaca mata Etika Politik Islam belum pernah 

ditemukan. Berikut adalah beberapa judul skripsi yang berkaitan dengan berbagai 

pandangan: 

Skripsi Mukhlis Ikhsani mahasiswa UIN Sunan Kalijaga berjudul “Peran 

Politik Perempuan di Indonesia Presperktif Hukum Islam (Studi tentang Kuota 

30% Keterwakilan perempuan di Lembaga Legislatif.” Skripsi ini membahas 

bagaimana pengaturan kuota 30% kuota keterwakilan perempuan dan bagaimana 

pandangan hukum Isalam terhadap pemberian kuota 30% keterwkilan perempuan. 

Kesimpulannya bahwa substansi  pemerintah mengeluarkan kebijakan 

keterwakilan 30% bagi perempuan adalah mendorong partai politik untuk 

memberdayakan calon anggota perempuan di partainya. Pandangan hukum Islam 
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terhadap pemberian kuota 30% keterwakilan perempuan, hal tersebut tidak ada 

keharaman dalam pencalonan perempuan karena selagi kondisi sosial mendesak 

untuk keterwakilan perempuan maka hukumnya menjadi mubah bahkan 

dianjurkan
8
.  

Skripsi Imam Abdurrahman mahasiswa UIN Sunan Kalijaga 

berjudul“Kuota Perempuan  dalam Parlemen Di Indonesia Prespektif Hukum 

Islam.” Skripsi ini membahas kuota yang diberikan oleh UU bagi kaum 

perempuan belum dimanfaatkan secara maksimal, lalu masalah tersebut dibedah 

dengan menggunankan hukum Islam. Jawabannya adalah perempuan wajib untuk 

memenuhi kuota 30% keterwakilamnya untuk mengakomodir masalah yang ada 

dalam masyarakat. Jika tidak terpenuhi maka pengambilan keputusan yang 

berkenaan dengan perempuan akan bersifat patriaki
9
.  

Skripsi  berikutnya adalah karya A. Oriza Rania Putri berjudul 

“Implementasi Ketentuan 30% Kuota Keterwakilan Perempuan dalam Daftar 

Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan 

Kota Makassar.” Skripsi ini membahas bagaimana usaha yang di lakukan oleh 

partai politik untuk melaksanakan amanat UU dalam memenuhi kuota 30% 

keterwakilan perempuan. Selain itu juga melihat kepada akibat hukum apa yang 

terjadi jika kuota yang diberikan tidak terpenuhi.
10

  

                                                 
8
 Mukhlis Ikhsani, “Peran Politik Perempuan di Indonesia Presperktif Hukum Islam 

(Studi tentang Kuota 30% Keterwakilan perempuan di Lembaga Legislatif.” Skripsi, sarjana UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta,(2008), hlm 76. 

9
 Imam Abdurrahman, “Kuota Perempuan  dalam Parlemen Di Indonesia Prespektif 

Hukum Islam.” Skripsi, sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,(2007), hlm.18. 
10

 A. Oriza Rania Putri, “Implementasi Ketentuan 30% Kuota Keterwakilan Perempuan 

dalam Daftar Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan 

Kota Makassar.” Skripsi, sarjana Universitas Hasanuddin Makassar,(2013), hlm.13. 
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Skripsi karya Cice Verawati  berjudul “Perilaku Pemilih Perempuan 

pada Pemilu Legislatif Tahun 2009 di Kabupaten Kolaka Utara.” Skripsi ini 

berisi Perilaku politik perempuan dalam memilih calon legislatif  apakah memilih 

kaumnya sendiri atau memilih kaum laki-laki. Kesimpulannya adalah perilaku 

politik perempuan di pengaruhi oleh beberapa faktor: informasi yang diperoleh, 

kelompok sosial yang memperngaruhi dan kepentingan sosial yang hendak 

dicapai, dari ketiga faktor tersebut kecenderungan politik perempuan adalah 

memilih laki-laki.
11

 

Terdapat buku karangan Saparinah Sadli berjudul Berbeda Tapi Setara. 

Buku tersebut berisi perjalan perempuan dalam jabatan publik, bagaimana 

hambatan dan rintangan. Didalamnya menjelaskan tentang bagaimana 

keterwakilan perempuan dari periode ke periode.
12

 

Dari beberapa penelitian atau kajian diatas penyusun belum menemukan 

peneltian mengenai keterwakilan menurut pandangan etika politik Islam. 

E. Kerangka Teori  

Etika dalam bahasa Inggris disebut ethic,(singular) yang berarti system of 

moral principles or rules of behaviour,(sistem, prinsip moral, atau aturan 

ber[erilaku). Terkadang ethics dengan tambahan huruf s, dapat berarti the branch 

of philosophy that deals with moral principles,(cabang filsafat yang memberikan 

batasan prinsip-prinsip moral). Jika yang dimaksud jamak maka ethics berarti 

                                                 
11

 Cice Verawati, “Perilaku Pemilih Perempuan pada Pemilu Legislatif Tahun 2009 di 

Kabupaten Kolaka Utara.” sarjana Universitas Hassanuddin Makassar,(2011), hlm.24. 

12
 Saparinah Sadli,” Berbeda Tapi Setara” (Jakarta: Kompas,2010), hlm.105 
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moral principles that govern or influence a person’s behavioeur,( prinsip-prinsip 

moral yang dipengaruhi oleh perilaku pribadi).  

Sedangkan etika politik merupakan pembahasan prinsip-prinsip moralitas 

politik yang di dalamnya membahas norma-norma penyelenggaraan kenegaraan. 

Menurut Hegel, kajian ini bertujuan untuk mengkonstruksikan negara.  

Fungsi etika politik terbatas sebagai alat teoritis untuk menguji dan 

mempertanyakan legitimasi politik secara bertanggung jawab. Dalam memandang 

etika politik tidak menggunakan ukuran emosi, prasangka, dan apriori tetapi 

menggunakan standar metodologi ilmiah, secara rasional, objektif dan 

argumentatif.  

Di dalam etika politik Islam, etika politik identik dengan akhlaq siyasy. 

Beberapa tokoh membedakan antara konsep akhlak dengan etika. Etika 

merupakan produk pemikiran yang memiliki relatif perkiraan. Konsep akhlak 

merujuk kepada tatanan kehidupan yang baik dan benar, baik individu atau 

masyarakat atas tuntutan syari’at Islam. Segala sesuatu bersumber pada Al-Qur;an 

dan hadis Nabi.
13

  

Madzhab- madzhab dalam etika antara lain sebagai berikut: 

1. Egoisme / idealisme  

Egoisme berpandangan bahwa tindakan atau perbuatan yang paling 

baik adalah yang memberi hasil atau manfaat bagi diri sendiri.
14

 

2. Hedonisme  

                                                 
13

 Ayi Sofyan,”Etika Politik Islam”(Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012).,hlm. 37-48 
14

 M. Nur, Buku Ajar”Filsafat Ilmu”(Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum,TT), 

hlm. 47-48. 
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Tujuan  tindakan hedonisme adalah memperoleh kesenangan.  

3. Utilitarianisme 

Utilitarianisme berpendapat bahwa baik buruknya tindakan 

seseorang diukur dari akibat yang ditimbulkannya.Terdapat dua bentuk 

utilitarianisme yaitu sebagai berikut: 

a. Utilitarianisme tindakan 

b. Utilitarianisme peraturan 

4. Deontologisme   

Deontologisme memandang bahwa baik buruknya atau benar 

salahnya suatu tindakan tidak diujur berdasarkan akibat yang 

ditimbulkannya, tetapi berdasarkan sifat-sifat tertentu dari tindakan dan 

perbuatan yang dilakukanTeologis /  Theonom 

5. Teleologis  

Teori ini memandang baik buruknya sutau hal adalah tujuan atau 

hasil.
15

  

F. Metode Penelitian 

Metode adalah cara utama yan dipakai dalam mencapai sebuah tujuan 

dan membuat sebuah hipotesa dengan alat-alat tertentu. Untuk meneliti 

permasalahan diatas maka penyusuun menggunakan metode sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan       

(Library Research), yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk 

                                                 
15

 Ibid., hlm. 50-53. 
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mengumpulkan data dan informasi dengan cara menelaah semua bahan-

bahan pustaka yang tersedia di perpustakaan dan tempat lain yang ada 

relevansinya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
16

 

Hasil dari penelitan ini lebih didominasi oleh bahan kepustakaan tentang 

keterwakilan perempuan, etika, etika politik dan etika politik Islam.  

2. Sifat Penelitian 

Penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian yang bersifat 

deskriptif dan interpretatif. Deskriptif adlah penelitian yang akan berusaha 

mendeskripsikan dan mencatat semua persoalan yang berkaitan dengan 

masalah yang diteliti. Penelitian ini menjelaskan tentang etika apa yang 

digunakan dalam mematok angka 30% keterwakilan perempuan, bagaimana 

pandangan etika politik Islam dalam mematok angka 30% keterwakilan 

perempuan dan bagaimana kuota ideal yang sesuai dengan perempuan di 

Indonesia.  

3. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah penelitian 

kepustakaan(Library Research), maka dari itu tehnik yang digunakan adalah 

pengumpulan data-data dan literatur yang ada relevansinya dengan 

permasalahan pokok yang menjadi sasaran penelitian. Dalam penelitian ini, 

data-data dibagi menjadi tiga bagian: 

 Data Primer adalah data yang merupakan sumber pokk dalam 

penelitian ini. Data tersebut mempunyai kaitan langsung dengan masalah 

                                                 
16

 Muhamad Abdul Qadir Abu Faris, “Hakekat Sistem Politik Islam”, Alih Bahasa Hery 

Noer aly dan Agus Halimi, Cet Ke-I, (Yogyakarta: PLP2M, 1987), hlm. 101. 
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yang diteliti yaitu Undang-Undang Pemilu dan partai politik. Data Sekunder 

adalah memberikan penjelasan mengena masalah-masalah yang diteliti pada 

data primer, dalam hal ini adalah berbagai buku, majalah, surat kabar, 

artikel, makalah dan dokumen lainya.  

4. Analisis Data  

Analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Penyusun 

mengkualifikasikan data yang telah diperoleh kemudian disusun dan 

dideskrisikan.  

5. Pendekatan  

Adapun pendekatan yang dilakukan dalam penelitian adalah 

menggunakan pendekatan etika politik. Pendekatan etika politik 

dilaksanakan karena penelitian ini menekankan pada angka 30% pada 

keterwakilan perempuan di bedah dengan pisau bedah berupa etika politik. 

lalu data yang diperoleh dibedah dengan etika politik Islam.  

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan dan mengerahkan pembahasan skripsi ini, penyusun 

memuat sistematika pembahasan sebagai berikut: 

Bab pertama, berisi pendahulian yang meliputi latar belakang masalah 

sebgai dasar merumuskan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah 

pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua, berisi mengenai teori atau dasar pemikiran yang digunakan 

dalam membedah persoalan angka 30% keterwakilan perempuan. Teori yang 

digunakan adalah etika, etika politik dan etika politik Islam. 
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Bab ketiga, berisi mengenai 30% keterwakilan perempuan. Menjelaskan 

tentang kebijkan affirmative action. Kuota tersebut di Indonesia termaktub dalam 

UU partai politik dan UU pemilihan umum. Maka dalam bab ketiga menjelaskan 

tentang peraturan 30% keterwakilan perempuan dalam UU diatas. 

Bab keempat, berisi mengenai analisis penulis yang berpijak dari bab-bab 

sebelumnya untuk memperjelas apa yang ada dalam rumusan masalah. 

Bab kelima, merupakan penutup yang memuat tentang kesimpulan seta 

kritik dan saran.  
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BAB V 

PENUTUP 

A.  Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan diatas dan latar belakang masalah 

yang ada, maka dapat disimpulkan menjadi beberapa point: 

1. Etika yang digunakan oleh pemerintah dalam penetapan 30% keterwakilan 

perempuan adalah dengan menggunakan: 

a. Dimensi utiliti 

b. Dimensi deontologi 

c. Dimensi teleologi 

2. Pandangan etika politik Islam terhadap etika yang digunakan pemerintah 

dalam menentukan angka 30% yang dibuat pemerintah bahwa etika politik 

Islam berdasarkan ketentuan Allah. Allah menyampaikan bahwa 

kedudukan antara laki-laki dan perempuan adalah sama. Etika politik 

Islam mempunyai empat prinsip yaitu kekuasaan sebagai amanah, 

keadilan sosial, persamaan dan pengakuan dan perlindungan terhadap 

HAM. Kuota 30% keterwakilan perempuan tidak sesuai dengan etika 

politik Islam. 

3. Kuota ideal yang sesuai dengan perempuan Indonesia adalah perempuan 

tidak perlu diberikan kuota.  Maka untuk mendorong kesediaan perempuan 

untuk turun ke ranah publik adalah memberikan pengarahan bagi partai 

politik untuk mencetak perempuan-perempuan berkualitas. Dengan 
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pendidikan politik yang mumpuni maka perempuan akan tampil dengan 

percaya diri sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki. 

B. Saran 

Penelitian ini difokuskan kepada kebijakan affirmative action terhadap 

keterwakilan perempuan dengan memberikan kuota 30%. Angka yang dipatok 

sebagai batas minimal keterwakilan perempuan. Peneliti hanya memaparkan 

fakta-fakta yang ada tentang  efektifitas angka 30% tersebut dalam penerapannya 

di Indonesia.  

Saran dari penyusun, perlu di gali kembali mengenai efektifitas 

dilapangan, karena penyusun hanya menganalisis Undang-Undang yang mengatur 

30% keterwakilan perempuan menurut etika politik dan etika politik Islam. Lalu 

bagaimana pendapat dari para anggota legislatif secara umum mengenai angka 

30% keterwakilan perempuan. Apakah angka tersebut sudah cukup atau tidak 

usah menggunakan batas angka minimal dalam pelaksanaan keterwakilan 

perempuan.  

Terkait dengan pandangan etika politik Islam memang sudah masanya 

menjadi pisau pembedah kajian-kajian kontemporer, baik dari masalah perempuan 

dalam politik hingga masalah politik secara umum. 
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LAMPIRAN 

DAFTAR TERJEMAHAN 

NO HALAMAN BAB FN TERJEMAHAN 

1 1 I I 
Wahai manusia! Sungguh, Kami menciptakan 

kamu dari seorang laki-laki dan seorang 

perempuan, kemudian Kami jadikan kamu 

berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu 

saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia 

diantaa kamu di sisi Allah ialah orang yang paling 

bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, 

Maha Teliti. 

2 29 II 13 
Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi 

pekerti yang luhur. 

3 29 II 14 
Dan Kami menunjukkan  kepadanya dua jalan  

(kebaikan dan kejahatan). 

4 31 II 15 
........ dia mendapatkan pahala dari kebaikan yang 

dikerjakannya dan dia mendapatkan siksa dari 

kejahatan yang diperbuat..... 

5 34 II 17 
“Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu 

menyampaikan amanah kepada orang yang 

berhak menerimanya dan memerintahkan kamu 

apabila menetapkan hukum-hukum diantara 

manusia supaya kamu menetapkan nya dengan 

adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran 

yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya 

Allah Maha mendengar dan Maha Melihat.” 

6 34 II 18 “ hai orang-orang yang beriman, 

hendaknya kamu menjadi saksi yang adil dan 

janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum 

menyebabkan kamu berlaku tidak adil. 

Bersikap adillah kamu, karena adil itu lebih 

dekat kepada taqwa, dan bertakwalah kepada 

Allah karena sesungguhnya Allah sangat 

mengetahui apa yang kamu lakukan.” 



 

7 35 II 19 “ Hai manusia, sesungguhnya kami 

menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan 

perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-

bangsa dan bersuku-suku supaya kamu kenal 

mengenal. Sesungguhnya orang yang paling 

mulia disisi Allah adalah yang paling 

bertakwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah 

Maha Mengetahui dan Maha Mengenal." 

 

 

8 35 II 20 “ Dan sungguh kami telah memuliakan anak-

anak Adam kami tebarkan mereka didarat dan 

dilaut serta kami anugerahi mereka rezki 

yang baik-baik dan kami lebihkan mereka 

dengan kelebihan yang sempurna daripada 

kebanyakan makhluk yang telah kami 

ciptakan.” 

 

5 51 IV 1 
Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan 

perempuan, sebagian mereka menjadi penolong 

bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh 

berbuat makruf, dan mencegah dari yang 

munkar., melaksanakan shalat, menunaikan zakat, 

dan taat kepada Allah. Aunggu Allah Maha 

Perkasa, Maha Bijaksana.  

6 57 IV 5 
Dan setiap umat mempunyai rasul maka apabila 

rasul mereka datang, diberlakukanlah bagi 

mereka hukum yang adildan tidak didzalimi.  
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